
 

 

BUPATI INDRAMAYU  

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU 

NOMOR : 60 TAHUN 2020        

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU 

NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, 

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  

BELANJA TIDAK TERDUGA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI INDRAMAYU, 

 

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya 

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 

tentang Penetapan Bencana Non Alam 

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

sebagai Bencana Nasional, maka Peraturan 

Bupati Indramayu Nomor 27 Tahun 2020 tentang 

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga 

Tahun 2020, perlu disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa 

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

SALINAN 



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2003 Nomor 47,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355);  

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4723); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5165); 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 

tentang Penyelenggaraan Penanggulangan 

Bencana Dalam Keadaan Tertentu; 

11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 

tentang Penetapan Bencana Non Alam 

Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) 

sebagai Bencana Nasional; 

12. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, 

Mendeteksi dan Merespons Wabah Penyakit, 

Pendemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi 

dan Kimia; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 

Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu 

(Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 

2007 Nomor 4 Seri C.1) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu 

Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 

Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu  

(Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 

2015 Nomor 11); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 

Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu 

Tahun 2016 Nomor 3); 

16. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 22 Tahun 

2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu. 



MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 

27 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA 

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 

PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK 

TERDUGA.  

 

Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 27 Tahun 

2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga, diubah sebagai berikut : 
 

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ditambahkan 

satu ayat baru yaitu ayat (3), sehingga Pasal 8 selengkapnya 

berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 8 
 

(1) Pengajuan belanja tidak terduga yang berkenaan dengan 

penanggulangan bencana alam, bencana non alam, bencana 

sosial dan kejadian luar biasa adalah untuk yang bersifat 

tanggap darurat. 

(2) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan status keadaan darurat bencana yang telah 

ditetapkan dengan surat pernyataan dan/atau Keputusan 

Bupati yang menyatakan keadaan tanggap darurat berdasarkan 

rekomendasi/laporan kejadian bencana alam, bencana non 

alam  dan/atau bencana sosial oleh SKPD yang melaksanakan 

fungsi penanggulangan bencana. 

(3) Bencana non alam yang disebabkan oleh penyebaran Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berdampak meningkatnya 

jumlah korban dan kerugian harta benda, serta menimbulkan 

implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas sehingga harus 

ditangani secara menyeluruh meliputi seluruh aspek kehidupan 

di masyarakat terutama yang terdampak secara sosial dan 

ekonomi. 

 

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 selengkapnya 

berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 10 
 

Penggunaan belanja tidak terduga pada masa tanggap darurat sesuai 

kebutuhan yang meliputi : 

a. pencarian dan penyelamatan korban bencana; 



b. pertolongan darurat; 

c. evakuasi korban bencana; 

d. kebutuhan air bersih dan sanitasi; 

e. pangan, sandang dan suplemen; 

f. sarana prasarana kesehatan; 

g. penampungan dan sewa tempat untuk korban dan perawat medis 

dan sewa kelengkapan lainnya; 

h. insentif untuk tenaga kesehatan dan non kesehatan, upah, uang 

saku, honor dan SPPD; 

i.     pengadaan alat-alat kesehatan, alat pelindung diri, dan barang 

medis habis pakai; 

j.     biaya makan minum petugas lapangan dan pasien; 

k. bahan bakar minyak (BBM); 

l.     Pengadaan alat dan bahan hygiene sebagai bentuk pencegahan 

(klorin, alkohol, hand sanitezer, masker); 

m. pengadaan alat dan bahan untuk disinfektan untuk sterilisasi 

benda-benda dari kuman (alat penyemprot, kendaraan 

penyemprot, cairan disinfektan, wastafel fortable, water torn); 

n. bantuan langsung berupa uang dan barang kepada masyarakat 

yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19; 

o. jasa;  

p. bahan dan peralatan laboratorium; 

q. obat dan suplemen; 

r. klaim pelayanan kesehatan; dan 

s. pemulasaran jenazah. 

 

 

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 selengkapnya 

berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 11 

 

(1) Perangkat Daerah penerima belanja tidak terduga 

bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan 

dana yang digunakannya dan wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaannya kepada Bupati melalui 

PPKD. 

(2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah selesainya kegiatan 

yang bersangkutan dengan dilampiri bukti-bukti yang sah 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

(3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja 

sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan. 

 

 
 



Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Indramayu. 

 

 

   Ditetapkan di Indramayu 

   pada tanggal  25 September 2020 

28 Juni 2018 

 Plt. BUPATI INDRAMAYU, 

 

 Cap/ttd 

 

TAUFIK HIDAYAT 

 

 

Diundangkan di Indramayu  

pada tanggal  25 September 2020 2018                                                    

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU 

 

Cap/ttd 

 

RINTO WALUYO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  

TAHUN 2020   NOMOR : 60 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
 

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA 
KABUPATEN INDRAMAYU 

 
 

 
ALI FIKRI, SH., MH 

Pembina Tk. I 
NIP. 19670224 199003 1 004 


